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Abstrak
Peningkatan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara meningkatkan
kepatuhan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak melalui penerapan sistem self
assessment oleh pemerintah. Untuk meminimalkan kewajiban pajak maka wajib pajak
melakukan pengurangan dengan tetap mengikuti peraturan Undang-Undang Perpajakan.
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh
variabel independen yakni komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan return on
assets sebagai variabel control pada variabel dependen yakni penghindaran pajak di
industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia kurun waktu tahun 2015-2017.
Penggunaan metode analisis regresi linear berganda dengan teknik purposive sampling
sebanyak 63 sampel sebagai data amatan penelitian
Hasil memperlihatkan bahwa pemberian kompensasi eksekutif perusahaan baik berupa
financial ataupun jasa akan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan
variable komisaris independen dan return on assets tidak memiliki pengaruh.
Kata kunci: Penghindaran pajak (tax avoidenve), Komisaris Independen, Kompensasi
Eksekutif, Return On Assets
PENDAHULUAN
Reformasi perpajakan merupakan cara pemerintah untuk meningkatkan partisipasi
dan peranan wajib pajak. Tujuan lain dari reformasi untuk memberi arahan kepatuhan
yang jelas untuk melakukan pembayaran pajak (Asih dan Salman, 2011)
Pembayaran pajak yang penagihannya dapat dipaksakan merupakan partisipasi
masyarakat untuk pembangunan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi
dari setiap masyarakat diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.agar
kontribusi dari pembayaran resebut secara tidak langsung dapat dikembalikan kepada
masyarakat dalam bentuk prasarana dan sarana umum.
Memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar dengan menggunakan dua cara
merupakan kesempatan wajib pajak dalam sistem self assement. Pertama, menghindari
pembayaran pajak dengan mengikuti undang-undang yang berlaku. Kedua, penggelapan
pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan.
Hubungan antara komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap
pembatasan kegiatan pembayaran pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya
dengan hasil yang berbeda yakni penelitian dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014)
menemukan bahwa tingginya kompensasi eksekutif akan meningkatkan penghindaran
pajak perusahaan. Ini sesuai teori sistem self assessment bahwa pada dasarnya wajib
pajak tidak secara sukarela melakukan kewajibannya dalam pembayran pajak..
Sementara penelitian dari Batara dan Maria (2014) bahwa komisaris independen tidak
memiliki pengaruh dalam hal penerapan kebijakan akuntansi perpajakan perusahaan
yang merupakan salah satu metode penghindaran pajak.
Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian tentang “Bagaimana
pengaruh komisaris independen dan komisaris eksekutif terhadap kepatuhan wajib
pajak?”
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STUDI PUSTAKA
Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) merupakan upaya wajib pajak untuk
mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan secara legal mencari kelemahan
(loopholes) dan tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan (Hutagaol, 2007).
Penghindaran pajak dilihat dari harfiah nya perbuatan ini tidak melanggar undang-
undang, tetapi perbuatan ini melanggar jiwa undang-undang perpajakan jika dilihat dari
sudut pandang jiwa undang-undang. Tax evasion merupakan perbuatan yang melanggar
baik itu dipandang secara harfiah maupun jiwa dan moral undang-undang perpajakan.
Ada 2 (dua) Faktor berikutnya yang dapat memengaruhi aktivitas kepatuhan wajib
pajak yakni komisaris independen dan kompensasi eksekutif. Komisaris Independen tidak
menjabat sebagai direktur perusahaan dan bagian yang tidak terafiliasi dengan
kepemilikan, direksi ataupun dewan komisaris (Pohan, 2008). Adanya pengalaman dan
pengetahuan dari komisaris independen diharapkan dapat lebih agresif membantu
manajemen mengalokasikan sumber daya menyusun strategi dan perencanaan
manajemen pajak. Sartori, (2008).
Teori keagenan menyatakan jika jumlah komisaris independen dalam suatu
perusahaan semakin banyak maka semakin baik perannya untuk melakukan pengawasan
pada setiap perilaku manajer dalam operasional perusahaan. Jensen dan Meckling,
(1976).
Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya menyatakan bahwa
kinerja perusahaan dan nilai perusahan akan memiliki dampak positif jika keberadaan
komisaris independen semakin banyak, (Ying, 2011), dan didukung juga oleh penelitian
Prakosa (2014), membuktikan penghindaran pajak dalam praktiknya akan mengalami
penurunan jika adanya peningkatan komisaris indepen, artinya komisaris independen
berpengaruh negatif pada praktik penghindaran pajak, tetapi pada penelitian Puspita
(2014) dan Ayu (2016) membuktikan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh
terhadap tindakan pembatasan pajak.
Pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan dengan pemberian kompensasi yang
tinggi kepada eksekutif merupakan salah satu cara yang terbaik. Hasil penelitian dari
Rego dan Wilson (2009) akan memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran
pajak, jika ada pemberian kompensasi kepada eksekutif, sedangkan Irwan (2012) telah
melakukan penelitian dengan hasil temuan yang berbeda. Menurutnya kompensasi yang
diberikan kepada eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap pembatasan kegiatan
pajak perusahaan.
Sesuai dengan ulasan diatas, maka hipotesis dirumuskan yaitu:
H1: Komisaris independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (tax avoidance)
H2: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (tax avoidance)
H1
H2
Kerangka Pemikiran, Gbr 1
KOMISARIS INDEPENDEN
( X1 )
KOMPENSASI EKSEKUTIF
( X2 )
KEPATUHAN PAJAK
( TAX AVOIDANCE )
( Y )
VARIABEL KONTROL
( ROA )
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METODA PENELITIAN
Variabel Penelitian
Untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih maka
sumber data yang digunakan berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan
(Sugiyono, 2012). Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri atas variabel
dependen tax avoidance (Y), dan variable independen komisaris independen (X1),
kompensasi eksekutif (X2), dan ROA sebagai variable control.
Rumus Effective Tax Rate (ETR) sebagai pengukuran Tax avoidance (Y)
(Amstrong et. al, 2012). Sebelum mencari tarif pajak efektif terlebih dahulu diperoleh
beban pajak tangguhan dan beban pajak kini yang dihitung sesuai aturan perpajakan,
sedangkan laba sebelum pajak merupakan laba yang didapat perusahaan yang dihitung
sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
Tarif pajak efektif diperoleh dengan cara beban pajak kini ditambah beban pajak
tangguhan kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus ETR:
Beban Pajak
ETR =
Laba Sebelum Pajak
Sumber : Penelitian Teguh, Rusli, Yessi
Komisaris Independen (X1) yang dilambangkan dgn IND, Andriyani (2008) akan
diukur dengan perbandingan antara komsaris independen dengan jumlah anggota dewan
komisaris yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan.
Persentase yang diperoleh digunakan untuk menjamin bila terdapat jumlah proporsional
pemegang saham sesuai aturan yang dikeluarkan.
Jumlah Dewan Komisaris Independen
IND = x 100%
Jumlah Seluruh Dewan Komisaris
Sumber : Penelitian Ummi, Ethika, Arie
Sistem Kompensasi merupakan pendorong seseorang untuk bekerja sehingga
akan mempengaruhi disiplin dan moral para tenaga kerja (Sastrohadiwiryo, 2003),.
Penggunaan proksi logaritma natural dari nilai total kompensasi yang diterima direksi dan
komisaris selama satu tahun merupakan pengujian tingkat kompensasi yang diberikan
kepada dewan eksekutif (Putri, 2014), Rumus dari kompensasi eksekutif:
Ln = Total Kompensasi Eksekutif
Sumber : Putri 2014
Return On Assets (variable control) adalah laba bersih sebelum pajak ditambah
beban bunga, setelah itu dibandingkan dengan total keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh
perusahaan. Dengan menggunakan laba sebelum pajak manajemen dapat mengetahui
aktivitas operasi sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tanpa
dipengaruhi keputusan perpajakan. (Darmadi, 2013).
Penentuan Populasi dan Sampel
Perusahaan manufaktur dalam periode tahun 2015-107 yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) akan digunakan sebagai populasi dalam pengambilan sampel yang
disesuaikan dengan kriteria tertentu, antara lain:
1. Industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 - 2017.
2. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dan laporan tahunan dalam
kurun waktu 2015 - 2017. Data tersebut terdapat di http://web.idx.id/index.html.
3. Selama tahun penelitian perusahaan tidak mengalami kerugian.
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Metoda Analisis
Pengujian hipotesis menggunakan analisis multivariate dengan rumus regresi
berganda, yaitu:
Keterangan:
Penghindaran Pajak = Penghindaran Pajak diukur dengan proksi ETR
α   = Konstanta 
β   = Koefisien Variabel 
KI = Komisaris Independen
KE = Kompensasi Eksekutif
ROA = Return on Asset
e = Error (kesalahan pengganggu)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengambilan sampel yang telah memenuhi kriteria peneliti, maka
diperoleh 21 perusahaan manufaktur dengan total sample sebanyak 63 sampel selama
periode 2015 – 2017, maka diperoleh hasil data yang di olah pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Regresi
VARIABEL KOEFISIEN P.VALUE
KI
KE
ROA
2,001
2,189
0,028
0,50
0,33
0,978
Adjusted R2 : 0.114
F = 3.657 dengan P.Value 0,000
Sumber : Data Sekunder yg diolah, 2018
Tabel 1 diatas menunjukkan koefisien determinasi 0,114, ini artinya bahwa
penghindaran pajak (tax avoidance) dapat dijelaskan oleh komisaris independen,
kompensasi eksekutif dan ROA sebagai variable control hanya sebesar 11,4%. Sisanya,
yakni 88,6% merupakan variabel lain yang tidak tercantum didalam penelitian ini.
Nilai F hitung sebesar 3,657 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti
pengujian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel komisaris independen, kompensasi
eksekutif, dan return on assets secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak perusahaan (tax avoidance).
Tabel 1 juga memperlihatkan bahwa nilai signifikansi variable Komisaris
Independen sebesar 0,51 > 0,50 yang berarti komisaris independen tidak memiliki
pengaruh pada effective tax rate (ETR) sebagai alat ukur variable penghindaran pajak.
Sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak yang menunjukkan bahwa untuk
membatasi tindakan penghindaran pajak tidak dapat dilihat dari semakin banyaknya
komisari independen dalam suatu perusahaan
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Jati (2014) bahwa ketidak
efektifan komisaris independen dalam membatasi tindakan penghindran pajak disebabkan
oleh keberadaannya dalam suatu perusahaan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan
terhadap kepatuhan peraturan, sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian
Prakosa (2014) yang menyatakan bahwa dengan adanya pengawasan manajemen dalam
perencanaan strategi perpajakan maka komisaris independen dapat membatasi
penghindaran pajak.
Pengujian hipotesis pada tabel 1 memperlihatkan bahwa variable kompensasi
eksekutif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,33 < 0,50 yang berarti bahwa pemberian
Penghindaran Pajak = α + β1KI+ β2 KE+ β3ROA+ e
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kompensasi yang tepat bagi eksekutif berupa financial ataupun jasa merupakah salah
satu cara yang sangat efektif agar pencapaian efisiensi pajak pada perusahaan dapat
dicapai secara maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Hanafi dan Harto (2014)
bahwa untuk memotivasi eksekutif dalam membatasi penghindaran pajak diperlukan
pemberian kompensasi eksekutif yang tinggi. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian putri
(2014) yang menyatakan adanya pemberian kompensasi eksekutif tidak berpengaruh
terhadap tindakan penghindaran pajak,
Untuk hipotesis variabel kontrol Return On Assets sebesar 0.978, meperlihatkan
bahwa return on assets tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
KESIMPULAN
Sampel penelitian sebanyak 63 laporan tahunan di industri manufaktur yang
terdaftar di BEI periode tahun 2015 – 2017, maka dilakukannya penelitian ini menguji
bukti empiris pengaruh komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap
kepatuhan wajib pajak dengan return on assets sebagai variabel kontrol.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis kompensasi
eksekutif diterima, untuk hipotesis lainnya komisaris independen ditolak, artinya bahwa
variabel kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak,
sedangkan variabel komisaris independen dan return on assets sebagai variabel kontrol
tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Kesimpulan dari hasil analisis diatas maka diberikan beberapa saran pada
penelitian selanjutnya. Pertama, Untuk mendapatkan data yang lebih valid maka
diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian. Kedua,
disarankan juga dapat menggunakan sektor yang berbeda seperti industri pertambangan,
perkebunan, jasa keuangan, property dan real estate, yang pada saat ini merupakan
sasaran pengawasan dari Direktorat Jendral Pajak.
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